87

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas,
maka pada bagian ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dan

memberikan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pada proses pemeriksaan alat bukti di persidangan khususnya
pemeriksaan alat bukti surat, bahwa pada dasarnya pemeriksaan
surat ini tidak terbatas untuk kepentingan proses pemeriksaan
persidangan, karena jika dilihat dari bentuk dan cara pemeriksaan
surat terdapat surat atau tulisan yang dicurigai dan surat yang
dapat memberi keterangan terhadap suatu tindak pidana yang
sedang di proses di persidangan, sehingga Hakim wajib untuk
memeriksa surat tersebut, baik yang dikirim langsung ke
Pengadilan maupun yang disertai barang bukti lain yang dihadirkan
oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Sudah jelas disebutkan dalam KUHAP bahwa surat merupakan
salah satu alat bukti yang sah untuk mencari keberanan materiil
dalam perkara tindak pidana, mengenai proses pemeriksaan alat
bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding, bahwa

pemeriksaan surat ini tidak terbatas untuk kepentingan
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pemeriksaan penyidikan, tetapi menjangkau proses pemeriksaan
peradilan dalam semua tingkat, juga tidak terbatas untuk diperiksa
tapi meliputi untuk diserahkan. Karena sistem pembuktian yang
dianut di Indonesia menggunakan sistem pembuktian negative,
maka meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut Undang-
Undang, tetapi jika Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa
seorang terdakwa bersalah, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa, berdasarkan atas asas in dubio pro reo.

. Saran

. Dalam proses penyelesaian suatu perkara para penegak hukum
harus lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan proses
perkara pidana terutama dalam mengumpulkan alat bukti, karena
alat bukti merupakan kunci utama terungkapnya suatu kebenaran
materiil.

. Hakim harus lebih teliti pada saat menetapkan alat bukti baru dan
hakim harus berpegang teguh pada aturan yang terdapat dalam

KUHAP.
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